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ABSTRAK 

 

 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH 

TANGGA DI KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

 

Oleh 

 

AGOENG PRASETIA 

 

 

Kota Bandar Lampung sebagai salah satu kota di Indonesia yang berkembang pesat, 

menghadapi tantangan dalam mengelola sampah yang terus meningkat. Kebijakan 

pengelolaan sampah yang telah diterapkan oleh pemerintah kota dinilai belum optimal. 

Fenomena yang menjadi permasalahan adalah proses implementasi kebijakan oleh  

pemerintah dalam pengelolaan sampah rumah tangga masih rendah.  Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah 

tangga di Kota Bandar Lampung dan mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala 

yang dihadapi dalam proses implementasinya sesuai kebijakan yang diatur dalam 

Peraturan Daerah No.5 Tahun  2015. Metode yang digunakan pendekatana kualitatif 

dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. 

Tempat penelitian yang digunakan adalah Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian 

menggunakan model implementasi George Edward III meliputi Komunikasi, 

Sumberdaya, Komitmen, Strtuktur Birokrasi, menunjukkan bahwa kebijakan 

pengelolaan sampah di Kota Bandar lampung belum optimal dalam mengatasi masalah 

sampah, tingkat pengelolaan sampah masih rendah dan masih banyak sampah yang 

tidak dikelola dengan baik terutama masalah sampah rumah tangga. Beberapa kendala 

yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandar 

lampung antara lain; kurangnya edukasi dan sosialisi pengelolaan sampah, sumberdaya 

yang belum optimal dan kurang komitmen pemerintah. Namun ada faktor pendukung 

yang berkontribusi yaitu adanya kelompok pengelolaan sampah. 

 

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah, Sampah 

Rumah Tangga  



 

 

  

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

POLICY IMPLEMENTATION OF HOUSEHOLD WASTE MANAGEMENT 

IN BANDAR LAMPUNG CITY 

 

By 

 

AGOENG PRASETIA 

 

 

Bandar Lampung City, as one of the fastest-growing cities in Indonesia, faces 

challenges in managing waste that continues to increase. The waste management 

policy that has been implemented by the city government is not considered optimal. 

The phenomenon that becomes a problem is the process of implementing policies by 

the government to manage household waste, which is still low. This study aims to 

analyze the implementation of household waste management policies in Bandar 

Lampung City and identify the supporting factors and obstacles encountered in the 

implementation process according to the policies stipulated in Regional Regulation 

No. 5 of 2015. The method used is a qualitative approach with data collection 

techniques through observation, interviews, and document analysis. The place of 

research used is the city of Bandar Lampung. The results of the study using the George 

Edward III implementation model include communication, resources, commitment, 

and bureaucratic structure, indicating that the waste management policy in Bandar 

Lampung City is not optimal in dealing with waste problems, the level of waste 

management is still low, and there is still a lot of waste that is not managed properly, 

especially the problem household waste. Some of the obstacles encountered in the 

implementation of waste management policies in the city of Bandar Lampung include 

a lack of education and socialization of waste management, resources that are not 

optimal, and a lack of government commitment. However, there are supporting factors 

that contribute, namely the existence of a waste management group 

 

Keywords: Policy Implementation, Waste Management, Local Regulations, 

Household Waste
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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebijakan publik merupakan cara awal pemerintah menyelesaikan berbagai 

permasalahan yang ada di dalam masyarakat atau dalam lingkup publik. Proses 

implementasi kebijakan publik diharapkan dapat menyelesaikan masalah publik 

sesuai dengan tujuan awal dari pembuatan kebijakan publik tersebut. Masalah 

lingkungan menjadi salah satu masalah publik yang perlu mendapat perhatian dari 

pemerintah pusat maupun daerah. Permasalahan sampah merupakan salah satu 

masalah lingkungan yang sampai saat ini belum mampu diatasi secara tuntas oleh 

Pemerintah Indonesia. Masalah sampah harus diperhatikan secara serius oleh 

pemerintah dikarenakan pencemaran lingkungan terbesar terjadi karena manusia 

dan sampah menjadi faktor penyumbang pencemaran terbesar. 

Masalah sampah saat ini menjadi perhatian bagi seluruh negara di dunia, hal ini 

dikarenakan sampah berpengaruh ke lingkungan hidup jika tidak dikelola dengan 

baik, termasuk  menjadi perhatian bagi Negara-Negara di kawasan Asia Tenggara 

dan tentunya bagi Indonesia mengalami yang tidak lepas dari permasalahan sampah 

pula,  negara di kawasan Asia Tenggara yang melakukan pengelolaan sampah 

dengan baik adalah Singapura, dengan total penduduk sebanyak 5.638.700 pada 

tahun 2018 dan tentu saja menghasilkan sampah setiap hari. 

Contoh pengelolaan sampah yang dilakukan Singapura membagi pengelolaan 

sampah dalam beberapa proses, pertama pengangkutan, di Singapura terutama pada 

bangunan-bangunan HDB atau Housing & Development Board (di negara kita 

biasa disebut dengan rumah susun), sudah memiliki desain standar. Pada masing-

masing unit memiliki sebuah lubang pembuangan sampah yang bermuara pada 
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sebuah bak sampah dengan kapasitas cukup besar yang biasanya terletak di bawah 

masing-masing blok rumah. Kedua, Pengumpulan dan Pemilahan Sampah, sampah 

yang sudah diangkut dari beberapa area, kemudian akan dikumpulkan dan 

dilakukan pemilahan yang bertujuan untuk memisahkan antara sampah yang dapat 

didaur ulang dan yang tidak dapat didaur ulang. Sampah yang dapat didaur ulang 

misalnya sampah plastik, karet, kayu, kaleng, besi. Sedangkan sisa-sisa dapur, 

restoran, dan material lainnya merupakan material sampah yang tidak dapat didaur 

ulang. 

Ketiga, Daur ulang dan Pembakaran, Singapura sangat mendorong proses daur 

ulang ini bahkan mereka membuat sebuah Singapore Packaging Agreement. 

Sebuah perjanjian terutama untuk perusahaan packaging dan makanan agar turut 

mendukung program daur ulang. Perusahaan-perusahaan tersebut harus menekan 

penggunaan material yang tidak dapat didaur ulang, serta mengutamakan 

penggunaan material yang dapat didaur ulang. Keempat, Pembuangan Akhir, abu 

sisa hasil pembakaran pada incinerator kemudian diangkut oleh truk menuju Tuas 

Marine Transfer Station dan selanjutnya dikirim ke Semakau Landfill dengan 

menggunakan kapal. Semakau Landfill merupakan tempat pembuangan akhir 

Singapura yang diresmikan penggunaannya pada bulan April tahun 1999. Keempat 

tahapan dan proses tersebut merupakan contoh pengelolaan sampah yang 

dilaksanakan Pemerintah Singapura secara sistematis dan terpadu.  

Dengan luas negara serta jumlah penduduk yang sangat jauh berbeda antara 

Indonesia dan Singapura, namun Indonesia dapat menjadikan Singapura sebagai 

contoh pengelolaan sampah dengan sangat terkonsep, masyarakat serta pemerintah 

Singapura saling mendukung, hasil dari pengelolaan sampah di Singapura 

dijadikan sebagai energi terbarukan untuk penghasil listrik (Bona, 2019). 

Kondisi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini masih banyak permasalahan yang 

harus dibenahi oleh pemerintah secara cepat. Permasalahan pengelolaan sampah ini 

adalah permasalahan serius untuk ekosistem lingkungan, sampah rumah tangga, 
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limbah dari hasil produksi pabrik, dan bahan kimia lain yang tidak dipilah terlebih 

dahulu serta dibuang sembarangan ke sungai akan menimbulkan masalah 

lingkungan dan bencana, seperti banjir hingga nantinya akan merusak kondisi 

lingkungan, sampah yang berawal dari sungai akan berakhir ke lautan sehingga 

dapat mengganggu kehidupan biota laut dan mencemari lautan. 

Pada tahun 2017 melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan, 

Pemerintah mengeluarkan suatu rancangan strategi yang termuat dalam Peraturan 

Presiden No.97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional dalam 

pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Peraturan 

Presiden No.97 tahun 2017 adalah sebuah upaya yang dilakukan pemerintah agar 

Indonesia dapat melakukan pengelolaan sampah 100 persen dengan target tercapai 

pada tahun 2025. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan tentang penerapan Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) 

yang termuat dalam Peraturan Presiden No.97 tahun 2017, saat ini sudah ada 21 

Provinsi dan 353 Kabupaten/Kota yang telah menetapkan dokumen Kebijakan dan 

Strategi Daerah (JAKSTRADA) (Peraturan Presiden No 97, 2017) .  

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/18 

Provinsi/Kabupaten/Kota harus menyusun Jakstrada dalam bentuk: 

1. Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Walikota. 

2. Menetapkan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga 

dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota 

3. Menyusun program kebijakan dan strategi Provinsi dalam pengelolaan 

sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. 

Keseriusan pemerintah ini berdasarkan pada  jumlah total sampah yang dihasilkan 

per tahunnya di Indonesia sebesar 64 juta ton dan terus bertambah seiring 

penambahan jumlah penduduk, sampah-sampah tersebut berupa sampah rumah 

tangga dan sampah sejenis rumah tangga dari 100 persen pengelolaan sampah yang 

direncanakan melalui Jakstrada dengan rincian persentase sebesar 30 persen 
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masuk ke target pengurangan ( mencegah penumpukan sampah, daur ulang, 

pemanfaatan kembali), sementara 70 persen sampah pada 2025 masuk ke target 

penangan (pemilihan, pengumpulan, pengakutan, pengolahan, pemrosesan akhir.). 

Berikut capaian kinerja pemerintah dalam pengelolaan sampah selama 2020. 

0-1  

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia 

Gambar 1 Capaian Pengelolaan Sampah di Indonesia 

Gambar tersebut menjelaskan capaian kinerja pemerintah selama tahun 2020 dalam 

melakukan pengelolaan sampah, capaian kinerja pengelolaan sampah adalah capaian 

pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, 

capaian pada gambar diatas adalah capaian dari 292 kabupaten/kota se Indonesia. 

Capaian kinerja tersebut terdiri dari beberapa point yaitu, timbulan sampah atau 

volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah 

tertentu per-tahun, pengurangan sampah, penanganan sampah, sampah terkelola, dan 

sampah tidak terkelola. 
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Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia 

Gambar 2 Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah 

Untuk presentase total komposisi sampah berdasarkan sumber sampah yaitu, 

sampah rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar sebesar 2,769,6 juta 

atau 38,3% dari total sampah yang dihasilkan pertahun. Lalu selanjutnya sampah 

pasar tradisional sebesar 1,245,3 juta atau 17.2%, sampah kawasan sebesar 1,113,3 

juta atau 15,4%,  sampah lainnya sebesar 981,2 ribu atau 13,6%, sampah kawasan 

perniagaan sebesar 529,5 ribu atau 7,3%, sampah fasilitas publik 358 ribu atau 5%, 

dan sampah perkantoran sebesar 225,1 ribu atau 3,1%. 

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan kendala 

terpenting dalam menangani permasalahan sampah. Contohnya tidak melakukan 

pemilahan sampah rumah tangga, membuang sampah di aliran sungai, dan tidak 

menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Dalam proses pengelolaan sampah rumah 

tangga masyarakat dapat berpartisipasi melalui bank sampah yang merupakan 

sumber daya murni masyarakat dalam rangka mengendalikan sampah plastik serta 

sampah rumah tangga lain mulai dari sumbernya, bank sampah memiliki 

organisasi yang di dalamnya gencar melakukan sosialisasi hingga pelatihan guna 

mewujudkan masyarakat berdaya dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan sampah rumah tangga (Permana, 2019) Pengelolaan sampah rumah 

tangga dapat dilakukan dengan memberdayakan masyarakat sebagai pelaku yang 

38%

17%

16%

14%

7%
5% 3%

Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah

Sampah Rumah Tangga

Sampah Pasar Tradisional

Sampah Kawasan

Sampah Lainnya

Sampah Kawasan Perniagaan

Sampah Fasilitas Publik
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menghasilkan sampah. Kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat 

diperlukan untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan sampah 

(Lesmana & Febriani, 2020). Pengelolaan sampah di masa yang akan datang harus 

berfokus pada mengubah cara pandang masyarakat serta perilaku masyarakat dan 

mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan pengelolaan 

sampah, karena sebagai penghasil sampah terbesar peran masyarakat sangat 

penting untuk mengurangi permasalahan yang ditimbulkan oleh pengelolaan 

sampah. 

Pemerintah telah menetapkan mekanisme pengelolaan sampah rumah tangga dan 

sampah sejenis rumah tangga melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 20 Ayat (1) menjelaskan Tentang 

Pengelolaan Sampah dengan Konsep 3R: Reduce (pengurangan sampah), Reuse 

(pembatasan timbunan sampah) dan Recycle (pendauran ulang sampah atau 

pemanfaatan kembali sampah). Pengelolaan sampah dengan konsep 3R bertujuan 

untuk mengurangi sampah sejak dari sumbernya, mengurangi pencemaran 

lingkungan, memberikan manfaat kepada masyarakat, serta dapat mengubah 

perilaku masyarakat terhadap sampah. Pengelolaan sampah dengan konsep 3R ini 

diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat yang semula “membuang” 

sampah menjadi perilaku “mengelola” sampah (Agus et al 2019.) 

Termasuk dalam 21 Provinsi yang telah menetapkan dokumen Jakstrada tentang 

pengelolaan sampah rumah tangga, Pemerintah Provinsi Lampung juga tidak lepas 

dari permasalahan pengelolaan sampah rumah tangga, hal ini dikarenakan 

pengelolaan sampah yang tidak baik dan hanya dibuang begitu saja tanpa adanya 

pemilahan terlebih dahulu menjadikan sampah pada akhirnya akan menumpuk 

pada tempat pembuangan akhir. Merujuk data dari Dinas Lingkungan Hidup 

Provinsi Lampung, setiap keluarga rata-rata menghasilkan sampah sebanyak 0,45 

kilogram/hari. Sementara, masih berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup 2020, 

timbunan sampah di Lampung mencapai 1.630.317,05 ton/tahun dengan rincian 

sebagai berikut: 
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Tabel 1 Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung 

 

Sumber: Laporan Penanganan dan Pengelolaan Sampah di Provinsi Lampung Tahun 2020. 

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. 

Pada tabel diatas menjelaskan pengelolaan sampah di Provinsi Lampung Tahun 

2020, terdiri dari beberapa poin yang dijelaskan, dapat dilihat untuk Kota Bandar 

Lampung dengan jumlah penduduk sebesar 1,1 juta jiwa dan total timbulan 

sampah sebesar 253,615.98 ribu ton/tahun, per tahun hanya berhasil melakukan 

pengurangan sampah sebesar 17,615.71 ribu ton/tahun, persentase sampah 

tertangani sebesar 235,964.27 ton/tahun, capaian tersebut tidak terlalu istimewa, 

jika dibandingkan dengan Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah penduduk 

terbesar di Provinsi Lampung sebesar 1,4 juta jiwa, total timbulan sampah sebesar 

264,414.76 ton/tahun, dan pengurangan sampah sebesar 15,864.89 ton/tahun, 

dengan persentase sampah tertangani sebesar 32,120.00 ton/tahun. Tidak terlalu 

signifikan perbandingan antara Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung 

Tengah, hanya pada persentase sampah tertangani Kota Bandar Lampung jauh 

lebih baik. 

Sebagai bentuk upaya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis 

rumah tangga yang baik. Pemerintah Provinsi Lampung harus dapat 

mengimplementasikan Kebijakan Strategi Nasional tersebut untuk diturunkan 

menjadi sebuah Kebijakan Strategi Daerah sesuai dengan Peraturan Presiden 

No.97 Tahun 2017, hal ini merupakan komitmen antara Pemerintah Pusat dan 

Kabupaten Jumlah Penduduk 

(Jiwa)

Timbulan Sampah 

(Ton/Tahun)

Sampah Tertangani 

(Ton/Tahun)

Prosentase 

Tertangani (%)

Pengurangan 

(Ton/Tahun)

Prosentase 

Pengurangan (%)

Lampung Barat 294,636.00 44,585.04 3,999.47 8.97 668.3 1.50

Tanggamus 634,643.00 95,401.36 9,855.00 10.33 5,240.41 5.49

Lampung Selatan 1,259,289.00 229,820.24 33,093.33 14.40 13,789.21 6.00

Lampung Timur 1,105,225.00 201,703.56 26,280.00 13.03 12,102.21 6.00

Lampung Tengah 1,448,848.00 264,414.76 32,120.00 12.15 15,864.89 6.00

Lampung Utara 878,263.00 128,226.40 38,933.33 30.36 7,693.58 6.00

Way Kanan 472,483.00 65,715.91 48,718.00 74.13 3,099.45 4.72

Tulang Bawang 425,309.00 60,634.97 8,760.00 14.45 2,425.40 4.00

Pesawaran 542,984.00 79,275.66 10,706.67 13.51 3,963.78 5.00

Pringsewu 453,212.00 66,168.95 13,626.67 20.59 3,970.14 6.00

Mesuji 302,524.00 44,168.50 11,680.00 26.44 883.37 2.00

Tulang Bawang Barat 251,039.00 36,651.69 5,840.00 15.93 1,099.55 3.00

Pesisir Barat 153,743.00 22,446.48 8,760.00 39.03 336.7 1.50

Bandar Lampung 1,166,761.00 253,615.98 235,964.27 93.04 17,651.71 6.96

Metro 161,799.00 37,487.54 24,692.25 65.87 6,346.64 16.93

TOTAL 9,550,758.00 1,630,317.05 463,692.02 30.15 95,135.34 5.41
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Provinsi, serta bagaimana Pemerintah Provinsi dapat mengimplementasikan 

kebijakan tersebut ke Kabupaten/Kota.  

Dari penjelasan yang ada menjelaskan proses implementasi Peraturan Presiden 

No.97 Tahun 2017 di Provinsi Lampung, dengan berfokus melihat implementasi 

kebijakan tersebut di Kota Bandar Lampung sebagai Ibu Kota dari Provinsi 

Lampung, untuk saat ini Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan 

sampah rumah tangga masih menggunakan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 

dikarenakan Jakstrada Kota Bandar Lampung masih dalam tahap perumusan, 

dapat dilihat pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung belum cukup baik 

dimana pengurangan sampah per-tahunnya hanya sebesar 6% saja dari target 

Pemerintah Pusat  dalam Jakstranas sebesar 30%.  

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 

Indonesia, persentase sampah di Kota Bandar Lampung pada tahun 2020 

berdasarkan sumber sampah sebagai berikut. 

 

Sumber:Komposisi Sampah di Kota Bandar Lampung Tahun 2020. Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan RI 

Gambar 3 Sumber Sampah Kota Bandar Lampung 

Berdasarkan data tersebut, sumber sampah terbesar berasal dari sampah rumah 

tangga sebesar 416,90 ton atau 60% dari total keseluruhan sampah yang 

dihasilkan, dapat diartikan jika pengelolaan sampah rumah tangga tidak berjalan 
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dengan baik maka akan berdampak bagi lingkungan hidup dan masyarakat, seperti 

rusaknya ekosistem lingkungan sekitar permukiman masyarakat jika sampah 

rumah tangga tidak dikelola dengan tepat dan dibuang sembarangan ke aliran 

sungai, atau ke selokan dan daerah resapan air. 

Sebagai acuan untuk pengelolaan sampah rumah tangga yang baik dapat melihat 

Kota Surabaya mengedukasi masyarakat untuk menerapkan pengelolaan sampah 

dengan konsep 3R. Pengetahuan masyarakat Kota Surabaya (tentang sampah 

secara umum, pemilahan sampah, dan 3R) termasuk tinggi (diatas rata-rata yaitu 

6,50) namun penerapan pengelolaan sampah di Kota Surabaya (penerapan 3R, 

pemilahan sampah organik dan non organik serta pemilahan sampah medis  dan  

non  medis) tergolong rendah dan masih perlu di tingkatkan  dengan  mengacu 

kepada anjuran dan peraturan dari Pemerintah pusat  maupun  dari  Pemerintah  

Kota Surabaya  yang berlaku (Juwono & Diyanah, 2021). 

Pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung belum bisa dikatakan 

baik untuk saat ini dapat terlihat dari pengelolaan dan pengurangan sampah per-

tahun 2020, pada tahun 2017-2018 melalui penilaian yang dilakukan Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam kontes kota terbersih atau adipura Kota 

Bandar  Lampung bersama Manado menjadi kota terkotor pada Adipura saat itu. 

Kebijakan-kebijakan yang telah disiapkan pemerintah fakta di lapangan 

menunjukan belum semua berjalan dengan baik, seperti bank sampah yang 

diharapkan dapat menjadi sebuah solusi untuk menanggulangi sampah rumah 

tangga serta sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan pengembangan 

ekonomi. Tetapi di Kota Bandar Lampung bank sampah kurang berjalan dengan 

baik hal ini dikarenakan masih minimnya sumber daya manusia dan biaya 

pengelolaan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, contohnya 

pada bank sampah yang terletak di Lapangan Kalpataru Kelurahan Beringin Raya, 

Kecamatan Kemiling.  



10 

 

  

Suatu kebijakan memiliki tujuan yang baik, namun dalam proses 

pengimplementasiannya jika terjadi kegagalan maka tujuan dari kebijakan tersebut 

tidak akan tercapai. Begitu juga dengan pengelolaan sampah rumah tangga 

walaupun kebijakan ini memiliki tujuan yang baik, namun jika tidak 

diimplementasikan dengan baik maka program ini tidak berhasil mencapai 

tujuannya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah 

Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah penulis buat pada latar belakang, maka dari itu 

penulis mencoba untuk merumuskan masalah dalam penelitian ini antara lain 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga 

di Kota Bandar Lampung?. 

2. Apa saja pendukung dan kendala dalam implementasi kebijakan 

pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung?. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari beberapa rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti maka penelitian ini 

bertujuan sebagai berikut: 

1. Analisis deskripsi implementasi pengelolaan sampah rumah tangga di 

Kota Bandar Lampung. 

2. Teridentifikasinya faktor-faktor yang menjadi pendukung dan kendala 

dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandar 

Lampung. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dari penelitian 

yang akan penulis lakukan, dengan cara menerapkan ilmu serta teori-teori yang 

didapat selama perkuliahan dalam melakukan pembahasan terhadap 

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandar 

lampung 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada pihak-

pihak lain pada umumnya yang berkaitan langsung pada Implementasi 

Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung. 



 

 

 

 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian 

sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji 

penelitian yang dilakukan. Penulis menemukan penelitian dengan tema yang sama 

dari peneliti terdahulu sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian penelitian 

penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang 

dilakukan penulis. 

Tabel 2 Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Nurlina, 

Muhafidin, dan 

Sukarno 2021 

Implementasi Kebijakan 

Pengelolaan Sampah di 

Kabupaten Bandung (Studi 

Kasus di Wilayah 

Pelayanan Sampah 

Soreang) 

Bentuk implementasi kebijakan 

dalam pengelolaan sampah di 

kabupaten Bandung masih 

kurang berhasil, hal tersebut 

terjadi dikarenakan, pelaksana, 

kapabilitas, kompetensi dan 

konsistensi pelaksana dalam 

menjalankan tugasnya masih 

kurang, hal tersebut lah yang 

menjelaskan mengapa proses 

implementasi yang dilakukan 

Bidang Kebersihan Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten 

Bandung bersama masyarakat 

Kabupaten Bandung masih 

kurang berhasil. 

Daeni dan Rizqi 

2019 

Implementasi Kebijakan 

Pengelolaan Sampah di 

Kota Semarang 

Hasil dari penelitian ini 

berisikan proses-proses 

pengelolaan sampah yang 

dilakukan Pemerintah Kota 

Semarang dengan point-point 
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seperti pewadahan, 

pengangkutan, pemilahan, serta 

menjelaskan faktor-faktor apa 

saja yang menjadi kendala 

dalam proses Implementasi 

Kebijakan Pengelolaan Sampah 

di Kota Semarang yang belum 

berjalan dengan optimal. 

Yudianto, 

Setyono,dan 

Handayani 2021 

Implementasi Kebijakan 

dan Strategi dalam 

Pengelolaan Sampah di 

Kabupaten Blora 

Proses implementasi 

pengelolaan sampah dilakukan 

oleh Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Blora dengan  

mekanisme pengelolaan sampah 

masih dilakukan secara 

konvensional yaitu dengan pola 

kumpul angkut dan buang 

sehingga pengelolaan sampah 

yang dilakukan belum berjalan 

secara optimal 
(Sumber: Diolah Oleh Peneliti,2021) 

Tabel tersebut menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan 

terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Berdasarkan penelitian 

terdahulu penulis tidak menemukan penelitian dengan fokus pada implementasi 

pengelolaan sampah rumah tangga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor.97 

Tahun 2017, dan penelitian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung dengan tujuan 

untuk memperoleh deskripsi terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah 

serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul. 

Beberapa penelitian terdahulu yang peneliti tuliskan masih terdapat celah dalam 

proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah di masing-masing daerah 

seperti yang peneliti temukan pada penelitian terdahulu yang peneliti baca belum 

mengimplementasikan dasar hukum terbaru dalam pengelolaan sampah yaitu 

Peraturan Presiden No.97 Tahun 2017. Maka dari itu peneliti menjadikan 

penelitian terdahulu sebagai acuan agar penelitian yang dilakukan peneliti dalam 

melihat implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandar 

Lampung berdasarkan Peraturan Presiden No.97 Tahun 2017 dapat lebih baik 
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dalam melihat proses implementasi kebijakan yang dilakukan untuk pengelolaan 

sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung. 

2.2 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan. 

Salah satu tahapan dari sebuah proses kebijakan ialah proses dalam implementasi 

kebijakan tersebut, dapat dikatakan implementasi kebijakan sebagai sebuah 

jembatan antara proses perumusan kebijakan dengan penerapan kebijakan tersebut 

secara langsung. Implementasi kebijakan menjadi sebuah rangkaian penting setelah 

sebuah kebijakan diformulasikan, tanpa adanya suatu pelaksanaan, maka suatu 

kebijakan yang telah dirumuskan akan berakhir sia-sia, maka dari itu pelaksanaan 

kebijakan termasuk hal yang penting dalam sebuah pembahasan kebijakan publik 

(Etih Henriyani 2015). Jadi fungsi dari implementasi adalah untuk membentuk 

sebuah proses yang memungkinkan tujuan-tujuan maupun sasaran-sasaran 

kebijakan publik diwujudkan sebagai hasil akhir atau outcome.  

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik 

Ada banyak definisi mengenai apa itu kebijakan publik. Definisi 

mengenai kebijakan publik mempunyai makna yang berbeda, sehingga 

pengertian tersebut dapat diklasifikasikan menurut sudut pandang 

masing-masing penulisnya. Chandler dan Plano (1988) mengartikan 

kebijakan publik sebagai pemanfaatan yang strategis terhadap 

sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-

masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu 

bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah 

demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat 

agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan 

secara luas. Pengertian kebijakan publik menurut Chandler dan Plano 

dapat diklasifikasikan kebijakan sebagai intervensi pemerintah. Dalam 

hal ini pemerintah mendayagunakan berbagai instrumen yang dimiliki 

untuk mengatasi persoalan publik. 



15 

 

  

 

David Easton (1969) menyatakan kebijakan publik dapat diartikan 

sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat 

yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang 

dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan 

tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah 

yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada 

masyarakat. Definisi kebijakan publik menurut Easton ini dapat 

diklasifikasikan sebagai suatu proses management, yang merupakan 

fase dari serangkaian kerja pejabat publik. Dalam hal ini hanya 

pemerintah yang mempunyai andil untuk melakukan tindakan kepada 

masyarakat untuk menyelesaikan masalah publik, sehingga definisi ini 

juga dapat diklasifikasikan dalam bentuk intervensi pemerintah. 

Robert Eyestone mengartikan kebijakan publik secara luas dapat 

didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan 

lingkungannya. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai democratic 

governance, dimana didalamnya terdapat interaksi negara dengan 

rakyatnya dalam rangka mengatasi persoalan publik (Handoyo, 2012) 

2.2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan 

Menurut Paul A. Sabatier & Daniel Mazmanian, 1980 dalam (Subianto 

2020:21) menjelaskan bahwa, implementasi kebijakan merupakan 

pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk 

Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau 

keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan 

lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin 

dibatasi menyebutkan secara tegas tujuan maupun sasaran yang akan 

dicapai, serta berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses 

implementasi.  
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Van Meter dan Van Horn 1975 dalam  (Abdal, 2015:152)  menyatakan 

bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan dan pengendalian 

arah tindakan kebijakan sampai tercapainya hasil kebijakan”. Kemudian 

merumuskan proses implementasi kebijakan sebagai : “Policy 

implementation encompasses those actions by public or private 

individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives 

set forth in prior policy decisions” (pernyataan ini memberikan makna 

bahwa implementasi kebijakan adalah keseluruhan tindakan-tindakan 

yang dilakukan baik oleh individu-individu, dan kelompok-kelompok 

pemerintah dan swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan dan 

sasaran, yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan). 

Merille S. Grindlle 1980 dalam (Handoyo, 2012a) menjelaskan bahwa 

tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan 

tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan 

pemerintah.Ini artinya, kegiatan implementasi berkaitan dengan 

kebijakan yang diambil pemerintah harus memperjelas dan 

mempermudah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jika tidak, 

berarti ada kesalahan dalam analisis kebijakannya. 

2.2.3 Model Implementasi Kebijakan 

Dalam konteks kajian ilmu kebijakan negara atau analisis kebijakan 

negara banyak sekali model-model atau teori yang telah dikembangkan 

tentang model implementasi kebijakan, terdapat berbagai model 

implementasi kebijakan yang dikaitkan dengan tujuan sebuah kebijakan 

atau program bukan hanya untuk mengukur sejauh mana kebijakan 

tersebut telah mencapai tujuannya atau telah dilaksanakan. Tujuan dari 

model implementasi adalah menjadi sebuah panduan atau petunjuk 

yang harus ditinjau pelaksana atau stakeholders 
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kebijakan. Keberadaan berbagai model implementasi kebijakan atau 

program digunakan untuk melihat bagaimana sebuah kebijakan 

diimplementasikan sehingga memberikan gambaran pada sebuah 

pencapaian tujuan terutama mengenai hasil dan manfaatnya. Ada 

berbagai macam model implementasi kebijakan publik yang dijelaskan 

oleh berbagai ahli, antara lain sebagai berikut. 

a) Model Implementasi oleh Paul A. Sabatier dan Daniel Mazmanian 

Kedua ahli ini mengemukakan bahwa hal yang menjadi unsur penting 

dari analisis implementasi kebijakan publik adalah dengan melakukan 

identifikasi Indikator yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan 

formal pada keseluruhan proses implementasi. Indikator-Indikator 

tersebut diklasifikasikan menjadi tiga kategori/aspek, yaitu (Subianto 

2020:54) : 

a. Mudah tidaknya permasalahan dikendalikan 

b. Kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi 

c. Pengaruh langsung pada Indikator politik terhadap keseimbangan 

dukungan terhadap tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan 
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.  

Sumber:  P. Sabatier & Mazmanian, 1980 dalam (Subianto 2020:55) 

Gambar 4 Indikator-indikator proses implementasi Kebijakan 

Pada gambar tersebut ketiga kategori Indikator tersebut, disebut sebagai 

Indikator bebas (independent variable), dan dibedakan dari tahap-tahap 

implementasi yang harus dilalui, disebut Indikator tergantung 

(dependent variable). Dalam hubungan antar Indikator tiap tahap akan 

berpengaruh terhadap tahap yang lain, misalnya tingkat kesediaan 

kelompok sasaran untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang termuat 

dalam keputusan-keputusan kebijakan dari badan-badan atau instansi 

pelaksana akan berpengaruh terhadap dampak nyata keputusan-

keputusan tersebut: 

Paul A. Sabatier dan Daniel Mazmanian dalam (Abdal, 2015) 

menjelaskan pula terdapat tiga kelompok Indikator pula yang 

mempengaruhi keberhasilan sebuah implementasi yaitu: 
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1) Karakteristik dari masalah (tractability of the problems), 

indikatornya: 

a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang 

bersangkutan;  

b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran;  

c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi;  

d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.  

2) Karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to 

structure implementation), indikatornya:  

a. Kejelasan isi kebijakan;  

b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan 

teoritis; 

c. Besarnya alokasi sumberdaya financial terhadap 

kebijakan tersebut;  

d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar 

berbagai institusi pelaksana;  

e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan 

pelaksana;  

f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan;  

g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk 

berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.  

3) Indikator lingkungan (nonstatutory variables affecting 

implementation), indikatornya :  

a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat 

kemajuan teknologi;  

b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan;  

c. Sikap dari kelompok pemilih (constituency groups).  

d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan 

pelaksana  
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b) Model Implementasi oleh Van Meter dan Van Horn 

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Abdal 2015:174) proses 

Implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu 

kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih 

kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam 

hubungan berbagai Indikator. Dalam model ini menjelaskan bahwa 

implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, 

pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Terdapat beberapa Indikator 

yang saling berkaitan, antara lain: 

1) Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan 

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat 

keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat 

realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana 

kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal 

(utopis), maka akan sulit direalisasikan. Van Meter dan Van 

Horn mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi 

kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu 

yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja 

kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat 

ketercapaian standar dan sasaran tersebut. 

2) Sumberdaya 

Keberhasilan sebuah implementasi kebijakan sangat 

dipengaruhi dari bagaimana kemampuan untuk memanfaatkan 

sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya 

yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu 

implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut 
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adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan 

pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan 

3) Karakteristik organisasi pelaksana 

Menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan 

agen pelaksana yang meliputi organisasi formal maupun 

informal akan ikut terlibat dalam pengimplementasian 

kebijakan, hal ini dikarenakan kinerja implementasi kebijakan 

akan sangat dipengaruhi oleh cirri yang tepat serta para agen 

pelaksananya. Van Meter dan Van Horn menjelaskan beberapa 

unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi 

dalam implementasi kebijakan, antara lain: 

a. Kompetensi dan ukuran Staff suatu badan 

b. Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-

keputusan subunit dan proses-proses dalam badan pelaksana  

c. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya 

dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif) 

d. Vitalitas suatu organisasi  

e. Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja 

komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta 

tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam 

komunikasi dengan individu individu di luar organisasi  

f. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan 

pembuat keputusan atau pelaksana keputusan. 

4) Komunikasi antara organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan 

pelaksanaan 

Van meter dan Van Horn mengemukakan menurut pandangan 

mereka kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, hal 

yang menjadi standar harus dipahami oleh para pelaksana  yang 
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bertanggung jawab atas pencapaian standard dan tujuan 

kebijakan, maka dari itu standar dan tujuan dari kebijakan yang 

akan diimplementasikan harus dikomunikasikan kepada para 

pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi 

kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar 

dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber 

informasi. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-

pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka 

kesalahan akan semakin kecil, dan demikian sebaliknya. 

5) Disposisi atau sikap para pelaksana 

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa sikap penerimaan 

atau penolakan dari para pelaksana kebijakan sangat 

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi 

kebijakan publik. Dikarenakan kebijakan yang dilaksanakan 

bukanlah hasil formulasi warga setempat yang memang 

merasakan permasalahan dan persoalan tersebut. Tetapi 

kebijakan publik yang saat ini biasanya bersifat top down yang 

sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui 

dan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau 

permasalahan yang harus diselesaikan.Terdapat tiga macam 

elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk 

melaksanakan suatu kebijakan, antara lain: 

a. Pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman 

(comprehension and understanding) terhadap kebijakan 

b. Arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak 

(acceptance, neutrality, dan rejection) 

c. Intensitas terhadap kebijakan 
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6) Lingkungan Sosial, ekonomi dan politik 

Salah satu hal yang diperlukan untuk menilai kinerja implementasi 

kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal mendorong 

keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan 

politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari 

kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Upaya implementasi 

kebijakan mengharuskan kondisi eksternal yang kondusif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Van meter dan Van horn dalam (Subianto 2020:69) 

Gambar 5 Model implementasi Kebijakan Van Metter dan Van horn 

c) Model George Edward III 

Model Implementasi Kebijakan George Edward III mengemukakan 

bahwa masalah utama administrasi publik adalah kurangnya perhatian 

pada persoalan implementasi kebijakan. Menurut Edward, tanpa 

implementasi kebijakan yang efektif, maka keputusan pembuat 

kebijakan tidak akan berhasil dengan baik. Agar implementasi 
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kebijakan menjadi efektif, Edward menyarankan empat isu pokok yang 

harus diperhatikan (Handoyo, 2012). 

1) Komunikasi (Communication) berkaitan dengan kebijakan 

dikomunikasikan pada organisasi atau publik, ketersediaan 

sumberdaya kebijakan, sikap dan respon dari pihak yang terlibat 

dan struktur organisasi pelaksana kebijakan.  

2) Sumberdaya (Resources) berkenaan dengan ketersediaan 

sumberdaya pendukung, utamanya sumberdaya manusia dari 

sisi kuantitas serta kualitas, aspek sumberdaya yang penting 

dalam hal ini adalah keahlian pelaksana kebijakan yang akan 

mengimplementasikan kebijakan secara efektif.  

3) Komitmen (Disposition) berkenaan dengan kesediaan dan 

komitmen dari para pelaksana kebijakan untuk 

mengimplementasikan kebijakan secara efektif.  

4) Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure) berkaitan dengan 

kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi pelaksana 

implementasi kebijakan publik, dalam hal ini yang perlu dijaga 

agar dalam implementasinya tidak terjadi bureaucratic 

fragmentation, karena struktur demikian akan menghambat 

pelaksanaan kebijakan publik. 

Dari penjelasan diatas terkait model-model implementasi kebijakan , penulis 

memilih model George Edward III sebagai fokus penelitian dikarenakan model ini 

sesuai dengan fokus dari penelitian ini “Implementasi Kebijakan Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung”. Penelitian menurut model 

George Edward III memiliki 4 faktor yang mempengaruhi proses implementasi 

kebijakan yaitu, Komunikasi, Sumberdaya, Komitmen, Struktur Birokrasi. Penulis 

memilih model ini karena penelitian ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang 

dipaparkan oleh George Edward III. 
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2.3 Tinjauan Tentang Sampah Rumah Tangga 

Berbagai upaya dilakukan untuk mengelola sampah rumah tangga, karena dengan 

mengelola sampah rumah tangga dari awal sampah itu berasal dapat mengurangi 

jumlah timbunan sampah, biaya transportasi pengangkutan sampah dapat ditekan, 

dan pada akhirnya secara jangka panjang dapat memperpanjang umur lokasi TPA 

(Rosmala et al., 2020).  

Menurut asalnya sampah dibagi dalam : 

1. Sampah buangan rumah tangga; termasuk sampah biasa, bahan 

makanan, sampah sisa makanan, pembungkus makanan dan 

pembungkus perabotan rumah tangga, sampah sisa tumbuhan kebim 

dan sebagainya.  

2. Sampah buangan pasar dan tempat-tempat umum (warung, toko dan 

sebagainya) termasuk sisa makanan, sampah pembungkus makanan dan 

pembungkus lainnya, sampah taman dan sebagainya 

3. Sampah jalanan; termasuk diantaranya sampah debu jalanan, sampah 

sisa tumbuhan taman, sampah pembungkus bahan makanan dan bahan 

lainnya, sampah sisa makanan, sampah berupa kotoran serta bangkai 

hewan.  

4. Sampah industri termasuk diantaranya air limbah industri, debu 

industri, sisa bahan baku dan bahan jadi dan sebagainya. 

Sampah menurut jenisnya dibagi dalam:  

1. Sampah organik adalah sampah termasuk diantaranya sisa bahan 

makanan serta sisa makanan, sisa pembungkus dan sebagainya. 

Keseluruhan dikenal sebagai sampah pasar serta sampah industri bahan 

makanan.  

2. Sampah anorganik adalah sampah termasuk di antaranya berbagai jenis 

sisa gelas, logam, plastik dan sebagainya. Biasanya jenis ini terbagi atas 
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sampah yang dapat dihancurkan dan yang tak dapat dihancurkan oleh 

mikroorganisme termasuk sampah anorganik, misalnya sisa-sisa mobil 

bekas, gelas, dan sebagainya. 

Termasuk darimana sampah itu berasal, sampah rumah tangga adalah salah satu 

tantangan terbesar bagi pemerintah dalam melakukan pengelolaan sampah agar 

tidak jadi timbulan sampah yang menumpuk. Dalam kegiatan mengolah sampah 

dengan konsep 3R sampah rumah tangga dapat dijadikan sarana pembuatan 

kerajinan tangan sebagai sebuah proses pengelolaan sampah rumah tangga agar 

sampah yang telah dilakukan pengelolaan yang baik dapat bernilai kembali. 

2.4 Tinjauan Tentang Pengelolaan 3R (Reuse, Reduce, Recycle) 

Pengelolaan merupakan suatu upaya untuk mencegah serta tahap awal untuk 

melakukan penanganan terhadap sebuah permasalahan, dalam hal ini pengelolaan 

sampah dilakukan untuk menekan penumpukan sampah serta menekan dampak 

negatif yang mungkin terjadi dari sampah serta memikirkan bagaimana 

pemanfaatannya. Pengelolaan sampah secara umum bertujuan untuk menjaga 

lingkungan dan pengelolaan sampah yang baik dengan pendekatan yang ramah 

lingkungan dapat dimanfaatkan kembali agar dapat digunakan untuk 

menghilangkan kesan bahwa sampah tidak lagi berguna. 

Ada beberapa poin-poin penting dalam pengelolaan sampah serta rangkaian untuk 

pembuangan sampah yang ideal sebagai berikut: 

1. Pemilahan 

Pemilahan ini dimulai dari sumber dihasilkannya sampah yang terdiri 

dari sampah organik dan anorganik, pemilahan sampah yang mewakili 

sumber energi tinggi dan pemanfaatan kembali sampah yang memiliki 

nilai kegunaan yang tinggi. 
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2. Pewadahan 

 Kegiatan pewadahan secara individual harus disediakan di tingkat 

rumah dengan menyediakan 2 unit penampung sampah yang 

memisahkan antara sampah organik dan anorganik, pewadahan 

komunal (Kontainer dan TPS) khusus untuk menampung berbagai jenis 

sampah baik organik maupun anorganik seperti untuk sampah plastik, 

gelas, pakaian/tekstil, logam, sampah besar, sampah B3. 

3. Pengumpulan  

Meliputi waktu pengumpulan secara rumah ke rumah setiap 1 sampai 2 

hari dan pengumpulan sampah dari TPS 1 kali seminggu. 

4. Pengangkutan sampah 

Kegiatan pengangkutan sampah dilakukan dengan menggunakan 

compactor truck berbeda untuk setiap jenis sampah 

5. Daur ulang 

Merupakan kegiatan pemanfaatan kembali berbagai jenis sampah 

seperti kertas, plastik, peralatan elektronik bekas, serta kaca, dan limbah 

organik seperti daun,  

masing-masing jenis sampah tersebut dapat dilakukan proses daur ulang 

agar dapat bermanfaat kembali. 

6. Kompos 

Kegiatan pengomposan memerlukan sarana percontohan, penyuluhan, 

pelatihan dan pembinaan pengomposan ini dapat dilakukan dalam skala 

lingkungan yang dikelola oleh masyarakat sekitar, untuk menumbuhkan 

kesadaran bahwa sampah rumah tangga harus dikelola di sumbernya 

Salah satu dasar pengelolaan sampah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang menjelaskan pengelolaan sampah 

adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi 

pengurangan dan penanganan sampah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

18 Tahun 2008.) dan saat ini pemerintah berfokus dalam pengimplementasian 
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Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional 

pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, untuk daerah 

Kota Bandar Lampung terdapat Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 

Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah sebagai dasar pengelolaan sampah di Kota 

Bandar Lampung. 

Menjadi perhatian pemerintah salah satu strategi pengelolaan sampah rumah tangga 

berbasis masyarakat dilakukan dengan konsep 3R yaitu Reuse, Reduce, dan Recycle. 

Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk 

fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu 

yang mengakibatkan sampah.. Recycle berarti mengolah kembali (daur ulang) 

sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat (Dermawan, Lahming,S. 

Mandra 2018).  

Penerapan konsep 3R ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, 

kondisi yang ada saat ini Pemerintah daerah, yang ditugaskan mengelola sampah, 

secara umum belum efektif  menyelesaikan masalah sampah rumah tangga. 

Anggaran, sumber daya manusia (SDM), fasilitas pengelolaan sampah oleh Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum sebanding dengan besarnya volume 

sampah, sehingga hanya sebagian saja sampah yang berhasil dikelola sampai ke 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Tanpa partisipasi masyarakat yang memadai, 

masih banyak sampah yang dibuang sembarangan, sekalipun sudah disediakan 

berbagai TPS, TPA, serta sarana prasarana pendukungnya(Marlina, 2020). 

2.5 Kerangka Pikir 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan 

Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Rumah Tangga. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai 

target pengelolaan sampah 100% pada tahun 2025, hal ini dilakukan oleh 

pemerintah sebagai upaya pengelolaan sampah yang lebih baik di seluruh 

Provinsi maupun Kabupaten/Kota, kebijakan pengelolaan sampah ini 
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merupakan kebijakan ataupun program yang diselenggarakan secara terstruktur 

oleh Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan 

pengelolaan sampah secara maksimal serta menanggulangi permasalahan yang 

timbul oleh timbulan sampah. 

Penerapan kebijakan pengelolaan sampah ini memerlukan dukungan langsung 

oleh masyarakat, merujuk data dari Kementerian Lingkungan Hidup jumlah 

sampah harian yang dihasilkan oleh masyarakat selama satu tahun sebanyak 

67,8 juta ton dan terus bertambah setiap tahunnya mengikuti pertambahan 

jumlah penduduk. Maka dari itu pemerintah memerlukan antusiasme serta 

dukungan masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah dari tingkat awal 

yaitu rumah hingga nantinya sampah tersebut sampai ke TPA dengan keadaan 

sudah terpilah. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai instrumen kebijakan 

salah satunya adalah pengelolaan sampah berbasis 3R(Reuse, Reduce, dan 

Recycle)  yang bila diterapkan di setiap rumah akan sangat berdampak dalam 

menanggulangi permasalahan timbulan sampah yang ada, serta banyak sekali 

inovasi-inovasi dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat 

menjadi sebuah optimisme tersendiri dalam mengatasi permasalahan ini. 

Pelaksanaan implementasi kebijakan ini dilaksanakan langsung oleh 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk pelaksanaan di tingkat 

Provinsi atau Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, 

dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung sebagai pelaksana 

kebijakan serta pengawas pada tingkat provinsi, pengawasan dilakukan untuk 

seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung, salah satu daerah 

Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan kebijakan ini di Provinsi 

Lampung adalah Kota Bandar Lampung, untuk melihat bagaimana proses 

pelaksanaan implementasi pengelolaan sampah yang ada di Kota Bandar 

Lampung terjalin koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup Provinsi maupun 

Kota, menjadi  perhatian khusus baik dari Pemerintah Provinsi atau Kota 

dikarenakan dari data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung jumlah 
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timbulan sampah di Provinsi Lampung sebesar 1.630.317,05 ton/tahun, dan 

untuk Kota Bandar Lampung sebesar 253,615,98 ton/tahun untuk jumlah 

pengurangan timbulan sampah di Kota Bandar Lampung sebesar 17,651,71 

ton/tahun atau hanya 6,96% pertahunya.  

Atas dasar permasalahan tersebut penelitian ini mengacu pada bagaimana 

proses pengimplementasian dari kebijakan dan strategi daerah dalam 

pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kota 

Bandar Lampung, pada penelitian ini, untuk mengetahui proses implementasi 

kebijakan menggunakan Indikator-indikator yang berasal dari beberapa model 

implementasi kebijakan yang dijadikan sebuah acuan serta batas-batas dalam 

proses implementasi kebijakan, Indikator tersebut dijadikan sebuah gambaran 

umum untuk melihat proses implementasi kebijakan, hal ini dilakukan agar 

peneliti masih memiliki panduan serta tidak terpaku pada satu model 

implementasi kebijakan publik saja. 



 

Adapun kerangka berpikir yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Diolah oleh peneliti, 2021 

Gambar 6 Kerangka Pikir

Tingginya angka timbulan sampah, minimnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan 

sampah rumah tangga, masyarakat membuang sampah tanpa pemilahan. 

Upaya pemerintah untuk dapat meningkatkan pengelolaan sampah serta memberikan 

sosialisasi terkait pengelolaan sampah di Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk 

tercapainya 100% pengelolaan sampah pada tahun 2025, hal ini dilakukan melalui 

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Rumah Tangga (Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017), serta kebijakan dan Peraturan 

Daerah No. 5 Tahun 2015 Kota Bandar Lampung  dalam pengelolaan sampah rumah 

tangga. 
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BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk menjelaskan fenomena-

fenomena yang terjadi di masyarakat secara mendalam dilakukan dengan 

mengumpulkan data secara lengkap. Dalam hal ini dapat menunjukan bahwa dalam 

riset ini kelengkapan serta kedalaman data yang diteliti merupakan suatu hal yang 

sangat penting. Mengenai proses Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah 

Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung 

Penulis memilih menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini diharapkan 

mampu menghasilkan suatu penjelasan yang mendalam berkaitan dengan ucapan, 

tulisan serta tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, 

masyarakat, organisasi tertentu dalam suatu kontak setting tertentu yang dikaji 

dalam sebuah sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Hal ini untuk 

mendapatkan hasil yang baik maka penulis harus mengumpulkan data dan fakta 

yang terjadi atas  fenomena yang akan peneliti teliti dari berbagai sumber lalu 

melihatnya dengan teori yang sudah ada dan bisa mendapatkan hasil yang 

komprehensif. 

3.2 Fokus Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada 

tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan) 

(Sugiyono 2012:208), masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu 

fokus. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan 

adalah masalah dan fokus penelitian karena untuk memberikan batasan penelitian 
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yang seharusnya diteliti dan mendapatkan data yang sesuai dengan dibutuhkan 

dalam penelitian tersebut. 

Sebagai panduan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan memiliki 

beberapa Indikator-Indikator yang berasal dari beberapa model implementasi 

kebijakan yang dijadikan sebuah acuan serta batas-batas dalam proses 

implementasi kebijakan, Indikator tersebut dijadikan sebuah gambaran umum 

untuk melihat proses implementasi kebijakan, hal ini dilakukan agar peneliti masih 

memiliki panduan serta tidak terpaku pada satu model implementasi kebijakan 

publik saja.  

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah  

1. Aktivitas penerapan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga setelah 

kebijakan disahkan di Kota Bandar Lampung 

2. Proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota 

Bandar Lampung. Dengan Indikator sebagai berikut: 

a. Komunikasi  

Komunikasi pada penelitian ini meliputi komunikasi Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung secara internal di dalam 

Dinas serta secara eksternal kepada NGO yaitu WALHI dan 

Masyarakat yaitu ketua PKH Sukarame dan Pendiri bank sampah 

lestari sejahterah 

b. Sumberdaya 

Dalam penelitian ini sumberdaya manusia meliputi kualitas dan 

kuantitas pekerja dari dinas lingkungan hidup, dan sumberdaya 

sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sampah rumah tangga 

dan anggaran menjadi fokus utama yang ingin peneliti teliti. 
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c. Komitmen 

Dalam hal ini berkaitan dengan komitmen pelaksana kebijakan yaitu 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, untuk 

mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam bentuk komitmen. 

d. Struktur Birokrasi 

Berkaitan dengan fragmentasi atau pembagian tugas pada struktur 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, serta melihat SOP 

dalam pengelolaan sampah rumah tangga. 

3. Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai faktor-faktor yang 

menjadi pendukung dan kendala dalam proses implementasi kebijakan 

pengelolaan sampah rumah tangga. 

3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini mengambil tempat di Kota Bandar Lampung. Pemilihan lokasi 

ini dikarenakan Kota Bandar Lampung sebagai pusat kota sekaligus pemerintahan 

di Provinsi Lampung merupakan kota dengan mobilitas penduduk yang tinggi, hal 

ini menjadikan Kota Bandar Lampung sebagai salah satu kota yang menghasilkan 

sampah terbanyak di Provinsi Lampung, selain itu alasan penulis mengambil lokasi 

penelitian ini karena Kota Bandar Lampung adalah salah satu Kota yang masih 

berproses dalam mengatasi permasalahan sampah dan pengelolaan sampah. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Ditinjau dari jenis penelitian, maka pada penelitian ini penulis menggunakan 

penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan 

angka-angka. Data tersebut berasal dari penelitian langsung kepada objek dengan 

teknik catatan ilmiah, wawancara langsung, serta dokumentasi resmi lainnya. Pada 

penelitian ini sumber data yang digunakan antara lain: 
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1. Data Primer adalah data yang didapatkan secara langsung oleh 

pengumpul data dalam hal ini peneliti dari objek penelitiannya. 

Untuk mendapatkan data tersebut peneliti dapat menggunakan 

hasil dari wawancara dan observasi 

2. Data sekunder adalah semua data yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung dari objek penelitian yaitu dokumentasi 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif. Dimana berupa pengumpulan 

data dalam bentuk kata-kata dan pernyataan. Dalam proses pelaksanaannya penulis 

melakukan teknik pengumpulan data melalui  

3.5.1 Wawancara 

Menurut (Sugiyono 2012:231) wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih. Dengan 

wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam 

dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi. Terkait 

penelitian ini, peneliti akan mewawancarai beberapa informan yang 

berkaitan langsung terhadap fokus penelitian. 
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Tabel 3 Informan Terkait Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah 

Tangga 

No Nama Informan Institusi Informasi 

1. Ismet Saleh, S.H Kepala Bidang 

Pengelolaan Sampah dan 

LB3 Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Bandar 

Lampung 

Kebijakan dan aturan 

hukum dalam pengelolaan 

sampah rumah tangga di 

Kota Bandar Lampung  

2. Romi Pirial Arlan Staff Bidang Pengelolaan 

Sampah dan LB3 Dinas 

Lingkungan Hidup Kota 

Bandar Lampung 

Pembahasan mengenai 

Pelaksanaan kebijakan 

pengelolaan sampah rumah 

tangga di Kota Bandar 

Lampung 

3. Edi Santoso Manajer Advokasi dan 

Kampanye WALHI 

Lampung 

Peran NGO dalam proses 

implementasi kebijakan 

pengelolaan sampah rumah 

tangga di kota Bandar 

Lampung  

4. Riskha Tri Budiarti 

 

 

Ketua pendamping PKH 

masyarakat 

Sukarame/Founder Bank 

Sampah 

Lestari sejahterah 

Lampung 

Peran Masyarakat Kota 

Bandar Lampung dalam 

pengelolaan sampah rumah 

tangga. 

(Sumber: Diolah oleh peneliti,2022) 

3.5.2 Observasi 

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan terhadap kondisi yang 

sebenarnya di lokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk melihat dan 

mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh 

gambaran yang lebih luas tentang topik yang diteliti. Adapun objek yang 

diamati peneliti adalah proses Implementasi Kebijakan Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung.  
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Observasi pada penelitian dilakukan secara langsung dengan melakukan 

pengamatan terkait proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah 

rumah tangga, pengamatan yang dilakukan peneliti dengan melihat proses 

komunikasi yang dibangun oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota 

Bandar lampung bersama NGO serta masyarakat, kemudian melihat sumber 

daya manusia yang disediakan oleh DLH dalam proses pengelolaan sampah 

rumah tangga, serta kualitas sumber daya manusia dalam melakukan 

pengelolaan sampah, dan melihat kondisi sumberdaya fasilitas penunjang 

pengelolaan sampah yang saat ini telah tersedia, kemudian melihat bentuk 

komitmen pemerintah kepada masyarakat dalam melakukan pengelolaan 

sampah rumah tangga, dan melihat SOP pengelolaan sampah rumah tangga 

di masyarakat. 

Tabel 4. Gambaran Objek Observasi Penelitian 

No Objek Yang Diamati Informasi yang dicari 

1 Komunikasi Menjelaskan bagaimana laju komunikasi secara 

internal didalam Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Bandar Lampung, serta komunikasi yang dibangun 

oleh Dinas secara eksternal 

2 Sumberdaya Untuk mengetahui bagaimana kualitas dan kuantitas 

sumberdaya manusia yang ada di dalam Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, serta 

kondisi sumber daya fasilitas penunjang pengelolaan 

sampah rumah tangga dan anggaran 

3 Komitmen Pemerintah Mencari bagaimana bentuk serta proses penerapan 

komitmen yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup 

kota Bandar Lampung dalam pengelolaan sampah 

rumah tangga, 

4 Struktur Birokrasi Mendapati pembagian tugas pokok dan fungsi dalam 

bidang pengelolaan sampah yang ada di Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, serta SOP 

dalam pengelolaan sampah rumah tangga 

Sumber: Diolah peneliti 2022 
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3.5.3 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu metode cara pengumpulan data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti, sehingga akan memperoleh data yang lengkap, sah dan bukan 

berdasarkan penelitian. Studi ini merupakan pelengkap dari penggunaan 

observasi dan wawancara dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, data-data 

yang dapat dijadikan informasi yaitu data-data dan dokumen-dokumen 

tertulis yang ada kaitanya dengan Implementasi Kebijakan Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung yang dimiliki oleh Dinas 

Lingkungan Hidup Provinsi Lampung sebagai pengawas bagi Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sebagai pelaksana, berikut 

rincian dokumen apa saja yang digunakan pada penelitian ini : 

  Tabel 5 Dokumentasi 

No Dokumen Substansi 

1. Peraturan Presiden 

No.97 Tahun 2017 

Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 

2. Peraturan 

Pemerintah No. 81 

Tahun 2012 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 

3. Peraturan Daerah 

No. 5 Tahun 2015 

Pengelolaan Sampah Kota Bandar Lampung 

4. Rencana Strategis 

Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Bandar 

Lampung 2021-

2026 

Arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Bandar dalam pengelolaan sampah 

(Sumber: Diolah oleh peneliti,2021) 

3.6 Teknik Analisis Data  

Miles and Huberman (1984) dalam (Sugiyono 2012:246), mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam 

analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
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3.6.1 Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono 2012:247). Data 

yang diperoleh peneliti di lapangan kemudian dipilih melalui reduksi data 

sehingga didapatkan data yang berfokus dan berhubungan dengan 

penelitian atau tidak. Dalam penelitian ini proses reduksi data dilakukan 

dengan memilah serta menyeleksi data yang dibutuhkan dalam penelitian 

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota 

Bandar Lampung dan mana yang tidak dibutuhkan. Kemudian peneliti akan 

memisahkan data yang tidak perlu dan memfokuskan data yang benar-benar 

berhubungan dengan pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah 

Tangga. 

3.6.2 Penyajian Data (Data Display) 

Miles and Huberman (1984) dalam (Sugiyono 2012:249) menyatakan 

dalam melakukan penyajian data selain dengan teks yang naratif dapat 

menggunakan grafik, matrik, jejaring kerja, dan chart. Penyajian data 

mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan dari 

penelitian. Pada penelitian ini penyajian data yang digunakan pada data 

yang telah direduksi yaitu disajikan dengan mendeskripsikan atau 

memaparkan hasil temuan dalam wawancara dengan informan yang 

kemudian didukung dengan dokumen-dokumen, table, dan foto maupun 

gambar yang berkaitan dengan penelitian. 

3.6.3 Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing) 

Pengambilan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam rangkaian 

analisis data kualitatif. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara dan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat dan yang 
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mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono 

2012:252). Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal 

didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam penelitian ini pengambilan 

kesimpulan dilakukan dengan pengambilan inti dari serangkaian kategori 

hasil penelitian berdasarkan wawancara dan dokumentasi hasil penelitian. 

3.7 Teknik Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak 

ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang  sesungguhnya 

terjadi pada obyek yang diteliti (Sugiyono 2012:268). Untuk menetapkan 

keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Uji keabsahan data dalam 

penelitian ini meliputi. 

3.7.1 Kredibilitas Data (Credibility) 

Uji kredibilitas data menunjukan bahwa hasil-hasil penemuan dapat 

dibuktikan dengan cara peneliti melakukan pengecekan dalam berbagai 

sumber yaitu dengan mewawancarai lebih dari satu informan yang berasal 

dari elemen yang berbeda. Untuk menguji kredibilitas, peneliti melakukan 

Triangulasi. 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. nilai 

dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui 

data yang diperoleh secara meluas, tidak konsisten atau kontradiksi. 

Terdapat 3 macam triangulasi dalam menentukan keabsahan data yaitu: (1) 

Triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda, (2) Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 
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berbeda. Misalnya dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, 

dokumentasi atau kuesioner; (3) Triangulasi waktu, dalam melakukan 

kredibilitas data dilakukan dengan waktu atau situasi yang berbeda. Pada 

penelitian ini peneliti memutuskan untuk menggunakan salah satu saja dari 

ketiga macam triangulasi yaitu menggunakan triangulasi sumber. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan melalui derajat 

kepercayaan dengan menggunakan cara triangulasi sumber yaitu 

membandingkan hasil data yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap sumber 

yang berbeda. Teknik yang sama berarti mengajukan pertanyaan yang sama 

ketika melakukan wawancara terkait implementasi kebijakan pengelolaan 

sampah rumah tangga kepada para informan seperti Kepala Bidang 

Pengelolaan Sampah dan LB3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar 

lampung, serta Staff bidang pengelolaan sampah dan LB3, NGO Walhi 

Lampung, dan Masyarakat yaitu Ketua PKH Sukarame dan Pendiri Bank 

Sampah Lestari Sejahterah, yang berdasarkan pada pedoman wawancara 

yang telah dibuat oleh peneliti. 

3.7.2 Teknik Pengujian Keteralihan Data (Transferability) 

Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil 

penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain (Sugiyono 

2012:276). Transferability  akan tercapai apabila pembaca memperoleh 

gambaran yang semakin jelas. Maka dari itu penelitian ini akan menyajikan 

laporan yang sedemikian rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. 

3.7.3 Teknik Pemeriksaan Kebergantungan (Dependability) 

Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan 

audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak 

melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data 

(Sugiyono 2012:277). Penelitian seperti ini perlu diuji dependability dan 
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untuk mengecek apakah hasil penelitian yang dilakukan peneliti benar atau 

tidak maka peneliti selalu mendiskusikannya dengan dosen pembimbing. 

3.7.4 Teknik Kepastian Data (Confirmability) 

Teknik pengujian kepastian data (confirmability) dilakukan untuk 

mengetahui proses penelitian, sehingga tidak memunculkan penelitian yang 

hanya ada hasilnya tetapi tidak ada proses penelitian. Dalam pengujian 

kepastian data sama halnya dengan uji kebergantungan sehingga prosesnya 

dilakukan melalui penguji hasil penelitian oleh dosen pembimbing serta 

dosen pembahas. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses 

penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar 

kepastian. 

 



 

 

 

 

 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan Implementasi Kebijakan 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung, maka  

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses Implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga 

di Kota Bandar Lampung 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung telah melakukan 

beberapa upaya dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kota 

Bandar Lampung, upaya tersebut dengan melakukan, pertama 

sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga kepada masyarakat, untuk 

saat ini sosialisasi yang dilakukan belum masif ke masyarakat, kedua 

membangun sarana penunjang pengelolaan sampah rumah tangga 

seperti TPS3R, serta mengembangkan program bank sampah, meskipun 

belum terlalu merata dengan beberapa kecamatan saja yang memiliki 

TPS3R, ketiga melakukan kerjasama dengan NGO, kerjasama yang 

dilakukan seperti membuat kajian kebijakan terkait pengelolaan sampah 

rumah tangga, selain itu dalam proses implementasi kebijakan 

pengelolaan sampah rumah tangga DLH dapat segera menerapkan 

keterbaharuan dasar kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga 

dalam bentuk Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada), membuat 

kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga di masyarakat dengan 

melibatkan RT/RW, serta memberikan fasilitas penunjang yang merata 

ke setiap Kecamatan, dan lebih meningkatkan laju informasi ke 



119 

 

  

masyarakat melalui sosialisasi terkait pengelolaan sampah rumah 

tangga. 

2. Faktor Pendukung dan Kendala Implementasi kebijakan 

pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung 

Pada penelitian ini peneliti mendapati beberapa faktor pendukung 

dalam proses pelaksanaan Implementasi kebijakan pengelolaan sampah 

rumah tangga di Kota Bandar Lampung, terdapat satu faktor pendukung 

yang peneliti dapatkan sebagai berikut:  

a) Adanya kelompok pengelolaan sampah 

Adanya kelompok pengelolaan sampah rumah tangga yang peduli 

terhadap lingkungan merupakan faktor yang dapat mendukung 

implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga. Pionir 

ini menjadi pemantik dan peduli terhadap lingkungan akan, 

beberapa pionir ini tertarik untuk ikut serta dalam program-program 

pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah, serta lebih 

disiplin dalam melakukan pengelolaan sampah di tingkat rumah 

tangga, beberapa kelompok pendorong pengelolaan sampah yang 

ada di Kota Bandar Lampung melakukan inisiasi pembentukan bank 

sampah secara mandiri oleh masyarakat, dapat diambil contoh bank 

sampah lestari sejahterah serta bank sampah emak.id. 

b) Kerjasama Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama pihak 

swasta 

Dalam pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung Pemerintah 

melakukan kerjasama yang melibatkan PT. Wijaya Karya (WIKA) 

untuk melakukan pengelolaan sampah yang ada di TPA Bakung dan 

TPS yang ada di Kota Bandar Lampung, kerjasama bertujuan untuk 

pengolahan sampah yang nantinya akan didaur ulang menjadi 

briket, Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat menjalin kerjasama 
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pula dengan komunitas yang bergerak dalam pengelolaan sampah 

rumah tangga, karena ada beberapa komunitas yang menjanjikan 

dan dapat diberdayakan lebih bila mendapat Perhatian Pemerintah 

Kota Bandar Lampung 

 

Terdapat tiga kendala dalam proses Implementasi kebijakan 

pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung sehingga 

untuk saat ini proses kebijakan tersebut belum berjalan maksimal, 

ketiga kendala tersebut sebagai berikut:  

a) Kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait pengelolaan sampah 

Pada kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga saat ini 

sosialisasi yang dilakukan oleh DLH belum masif ke masyarakat 

terkait pengelolaan sampah, hal ini berpengaruh terhadap 

informasi untuk masyarakat yang bertujuan memberikan edukasi 

tentang pengelolaan sampah rumah tangga, untuk saat ini masih 

banyak masyarakat kota Bandar lampung yang belum 

mengetahui bagaimana melakukan pengelolaan sampah pada 

tingkat rumah tangga, sehingga hanya membuang sampah begitu 

saja ke TPS tanpa adanya pengelolaan terlebih dahulu. 

b) Sumberdaya yang belum optimal 

Belum optimalnya aspek sumberdaya yang ada pada DLH Kota 

Bandar Lampung dari sisi kualitas dan kuantitas dapat dilihat 

dengan belum terdapatnya sumber daya manusia berupa tenaga ahli 

yang ada di TPS maupun TPS3R di Kota Bandar Lampung untuk 

memberikan edukasi terkait pengelolaan sampah rumah tangga ke 

masyarakat. Serta pemerataan sumberdaya fasilitas penunjang dan 

anggaran dalam pengelolaan sampah rumah tangga menjadi satu 

kendala selain sumber daya manusia. 
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c) Kurangnya komitmen pemerintah Kota Bandar Lampung 

Pemerintah dalam hal ini DLH selaku pelaksana dalam kebijakan 

pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung, dapat 

melakukan keterbaharuan peraturan yang mengatur terkait 

pengelolaan sampah rumah tangga melalui Kebijakan dan strategi 

daerah (Jakstrada) kedalam Peraturan daerah, dengan adanya 

keterbaharuan peraturan tersebut pemerintah dapat melibatkan 

pengelolaan sampah rumah tangga hingga ke tingkat Kecamatan 

serta RT/RW yang diharuskan terlibat dalam proses pengelolaan 

sampah rumah tangga, dan belum diberlakukan sanksi bagi 

masyarakat yang belum melakukan pengelolaan sampah rumah 

tangga, dan belum terdapat SOP pengelolaan sampah bagi 

masyarakat menjadi hal lain yang menunjukan minimnya komitmen 

pemerintah dalam melakukan pengelolaan sampah rumah tangga. 
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5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan dalam proses Implementasi Kebijakan Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut: 

a. Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat segera menerapkan Kebijakan 

dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) tentang pengelolaan sampah 

rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga ke dalam Peraturan 

Daerah, untuk terciptanya keterbaharuan peraturan dan landasan hukum 

sesuai dengan Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) 

pengelolaan sampah rumah tangga. 

b. Pembuatan kegiatan pengelolaan sampah secara rutin oleh Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dari tingkat Kecamatan 

hingga RT/RW dalam pengelolaan sampah rumah tangga,  

c. Pemerataan fasilitas penunjang serta tenaga ahli dalam pengelolaan 

sampah rumah tangga di tiap-tiap Kecamatan Kota Bandar Lampung. 

d. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dapat melakukan 

kerjasama dengan komunitas pengelolaan sampah rumah tangga yang 

ada, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat 

agar mulai melakukan pengelolaan sampah rumah tangga. 

e. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung aktif melakukan 

sosialisasi secara langsung maupun melalui media sosial untuk 

meningkatkan laju informasi pengelolaan sampah rumah tangga di 

masyarakat dan informasi terkait perusahaan atau komunitas yang 

menerima hasil pengelolaan sampah rumah tangga. 
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